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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan tahapan perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top dwon), dan bawah-atas (bottom up).  Tujuannya adalah untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik, melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah baik yang berdurasi jangka panjang yakni RPJP (20 tahun), jangka menengah yakni RPJM (5 tahun), dan jangka pendek yakni RKP (1 tahun). Peraturan tersebut menegaskan pula bahwa untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) diperlukan dokumen perencanaan yang bersifat tahunan yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).  
Dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 17, disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rancangan awal RKPD dengan menggunakan Rancangan Renja SKPD. Rancangan awal RKPD ini yang akan menjadi bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD. Pelaksanaan Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten kemudian Musrenbang Provinsi, dimana seluruh komponen daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, DPRD, Dunia Usaha dan Swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat) dituntut memberikan peranan secara nyata dan aktif sehingga pada akhirnya dokumen perencanaan yang dibuat bersama-sama menjadi milik bersama untuk dilaksanakan bersama oleh seluruh komponen tadi sesuai dengan fungsinya. Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan Rancangan Akhir RKPD.  
Selanjutnya Dokumen RKPD akan menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dengan memperhatikan program  strategis di masing-masing SKPD. Rancangan KUA tersebut akan dilengkapi dengan dokumen Pagu dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimana setiap program dan kegiatannya berasal dari Rencana Kerja SKPD yang merupakan turunan dari RKPD. Setelah rancangan KUA PPAS tersebut dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi, maka Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD telah dapat disusun berdasarkan Pagu dan Plafon Anggaran (PPA) untuk masing-masing program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Pengantar Nota Keuangan APBD yang nantinya akan menjadi bahan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 
Melalui serangkain proses sebagaimana dijelaskan diatas, akan tampak adanya suatu keterkaitan (benang merah) antara RKPD sebagai suatu Program Planning dengan Kebijakan Umum APBD yang berfungsi sebagai Financial Planning dan APBD yang berfungsi sebagai Imlementation Program dan Financial Planning. 

1.2. Landasan Hukum 
            Landasan hukum penyusunan RKPD  Provinsi NTB Tahun 2016  adalah sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;   
2. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) kemudian diubah lagi menjadi  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
8.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025. 
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Derah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 16).
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2015; 

1.3. Hubungan Antara  Dokumen Perencanaan
Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen termasuk kualitas perencanaan  sebagai salah satu fungsi di dalam manajemen. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan tetap berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan perencanaan pembangunan yang selaras antara pusat dan daerah, selaras antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, mengakomodir kebutuhan prioritas pembangunan, dan memiliki target dan sasaran pembangunan yang terukur. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat, sehingga tujuan pembangunan daerah harus bersinergi dengan tujuan pembangunan nasional.  Demikian pula halnya tujuan pembangunan Provinsi harus bersinergi dengan tujuan pembangunan Kabupaten/Kota. 
Hal tersebut tergambar dalam hubungan fungsional antar dokumen perencanaan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) harus menjadi acuan dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, demikian pula perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten/Kota harus mengacu kepada RPJPD Provinsi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai turunan dari RPJPN juga menjadi acuan bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi yang selanjutnya menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.  RPJMN maupun RPJMD menjadi dasar kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga dan di daerah menjadi acuan SKPD dalam penyusunan rencana strategis SKPD. 

RPJP sebagai dokumen perencanaan duapuluh tahunan dijabarkan dalam RPJM yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Pelaksanaan pembangunan yang bersifat tahunan direncanakan dalam RKP/RKPD yang mengacu kepada RPJMN/RPJMD. Dokumen RKP/RKPD menjadi dasar Kementerian/Lembaga maupun SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga maupun SKPD. KUA PPAS yang merupakan awal tahapan penganggaran disusun berdasarkan rencana kerja SKPD dan RKPD. KUA PPAS selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD sesuai dengan Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

RPJMD 2013-2018 merupakan RPJMD ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang merupakan penjabran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih dan merupakan kelanjutan dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013. RKPD Provinsi NTB Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan dan merupakan penjabaran Tahun ke tiga dari RPJMD 2013-2018. Penyusunan RKPD ini ditujukan sebagai upaya untuk menyelaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya. 

 Hubungan fungsional antar dokumen perencanaan tersebut lebih jelas tergambar dalam skema sebagai berikut. 

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

  
1.4. Sistematika Penyusunan RKPD

Sistematika penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2016 sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014, sebagai berikut : 
BAB  I  	PENDAHULUAN
Menguraikan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud tujuan penyusunan RKPD serta alur fikir dalam proses penyusunan. Seluruhnya  menggambarkan sekilas tentang bagaimana RKPD Provinsi NTB disusun sebagai dasar perencanaan pembangunan tahun 2016.  


BAB  II  	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Menguraikan gambaran umum pencapaian pembangunan Provinsi NTB sampai tahun yang sedang berjalan 2015, baik dari aspek geografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Selanjutnya diuraikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2015 berikut realisasi RPJMD Provinsi NTB. Hal ini untuk menemukenali permasalahan strategis pembangunan yang memerlukan penanganan pada tahun berikutnya. 

BAB  III  	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Menguraikan arah kebijakan ekonomi daerah selama ini berikut tantangan dan prospek perekonomian Nusa Tenggara Barat tahun 2016. Hal ini penting untuk mengetahui kekuatan ekonomi daerah Nusa Tenggara Barat guna menyongsong pembangunan tahun berikutnya. Setidaknya akan berpengaruh terhadap kemampuan pendapatan daerah, potensi peningkatan pendapatan daerah maupun pembiayaan, sehingga dibagian akhir bab ini dapat dipaparkan kemampuan belanja daerah untuk menyelesaikan berbagai masalah pembangunan yang teridentifikasi pada bab sebelumnya.  
BAB  IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
Menguraikan keterkaitan kebijakan prioritas pembangunan nasional dengan beragam isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dipaparkan pada Bab II. Dari berbagai isu dan permasalahan tersebut teridentifikasi tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai tahun 2016. Tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai melalui penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2016 yang tentunya telah disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Dalam Bab ini pula akan tergambar bagaimana prioritas pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional (Nawacita).
BAB  V 	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Menguraikan rencana program beserta kegiatan pembangunan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi NTB baik yang sumber pendanaannya melalui APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya. Rencana program tersebut disusun berdasarkan pilihan prioritas pembangunan pada Bab sebelumnya. Dalam Bab ini akan tertuang pula indikator kinerja dari masing-masing kegiatan berikut pagu dana APBD Provinsi, APBN dan Sumber-sumber pendanaan lainnya.
BAB  VI    PENUTUP 
Menguraikan intisari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2016 adalah merumuskan arah kebijakan pembangunan  tahun 2016 berdasarkan isu-isu strategis yang  disesuaikan dengan kondisi daerah serta kemampuan sumberdaya melalui tahapan-tahapan pembangunan, yang mengacu pada kerangka ekonomi daerah  sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTB tahun 2016.
 
Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2016 adalah:
a. Menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
b. Merumuskan rencana program dan kegiatan strategis pembangunan daerah;
c. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016;
d. Menjadi dasar acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 dalam rangkaian penetapan APBD Tahun 2016.

1.6. Alur Kerja Penyusunan RKPD 

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 dilaksanakan dengan alur kerja sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.2
Alur Kerja Penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2016
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